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Abstract

The discovery of Islamic law in Indonesia faces challenges in integrating classical
theories with the local context. This article discusses the contextualization of ‘am (general) and
khas (specific) theories in the process of discovering Islamic law in Indonesia. This research
uses a qualitative approach with literature analysis of classical and modern Islamic legal
sources, as well as a study of the practice of implementing Islamic law in Indonesia. The
research results show that the ‘am and khas theories have high relevance in exploring Islamic
law in accordance with the cultural values and needs of Indonesian society. This approach
allows flexibility in adapting Islamic law without ignoring sharia principles. Contextualization
of this theory is important to bridge the gap between classical texts and dynamic social reality.
Thus, this article makes a significant contribution to the development of a methodology for
discovering Islamic law that is contextual, progressive, and rooted in the Islamic scientific
tradition.
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PENDAHULUAN

Para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pandangan terkait penunjukan lafaz umum
yang belum diikuti oleh dalil takhshish terhadap makna (afrad) yang tercakup di dalamnya.
Apakah penunjukan itu secara meyakinkan (gath‘i) atau tidak meyakinkan (zhanni). Ahli
hukum Syafi’i berpendapat bahwa penunjukan lafaz umum terhadap setiap afrad secara khusus
adalah zhanni karena adanya kemungkinan untuk di-takhshish, meskipun belum jelas ada dalil
yang men-takhshish, karena begitu banyaknya terjadi takhshish dalam lafaz umum.!

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa teks hukum syara® yang mengandung lafaz umum
menunjukan bahwa tidak ada lafaz umum yang tidak mengalami takhshish. Sebagaian afrad
(satuan pengertian) dari lafaz umum mempunyai maksud yang banyak, sehingga menimbulkan
adanya beberapa kemungkinan mengenai makna bagi setiap bagian dari lafaz umum tersebut.
Dengan demikian penunjukkan terhadap hukum menjadi zhanni.?

Ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa lafaz umum menunjukkan berlakunya hukum
dalam semua afrad-nya secara meyakinkan (gath‘), sebagaimana juga lafaz khusus

! Takhshish itu dapat terjadi pada kebanyakan lafaz umum, sehingga lafaz umum itu selalu berada dalam
kemungkinan untuk terkena takhshish. Suatu lafaz yang dalam keadaan berkemungkinan untuk terkena takhshish
tersebut, maka tidak mungkin dikatakan bahwa lafaz itu bersifat gath .

2 Wahbah al Zuhaylf, Ushal al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), him. 201.
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menunjukkan hukum secara gath i pada apa yang ditujunya. Mereka mengemukakan argumen
sebagai berikut:

1) Lafaz ‘4m dibentuk dan digunakan secara hakiki untuk mencangkup semua makna yang
terkandung di dalamnya. Suatu lafaz sewaktu digunakan dalam kemutlakannya
menunjukkan bahwa maknanya yang hakiki secara meyakinkan (gath 7) selama tidak
ada petunjuk yang memalingkannya dari makna tersebut.

2) Sukar diterima banyaknya maksud dari sebagian afrad lafaz ‘Am, karena yang demikian
hanya mungkin ada jika diiringi oleh garinah yang menunjukannya, baik dalam bentuk
lafaz atau bukan lafaz. Keadaan yang seperti ini sedikit sekali. Adapun jika sesudah itu
datang nash yang mengeluarkan sebagaian afrad-nya (hal seperti ini cukup banyak),
maka tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz ‘Am itu adalah sebagian
afrad-nya, bentuk seperti ini adalah nasikh.

Perbedaan pendapat antara dua golongan ulama ini dalam dilalah lafaz ‘Am, berlanjut
pada perbedaan pendapat mengenai kemungkinan men-takhshish (membatasi) lafaz ‘Am itu
untuk pertama kali, apakah boleh men-takhshish dengan dalil yang berkekuatan zhanni?

1) Ulama Syafi‘iyah yang mengatakan bahwa penunjukkan lafaz ‘Am itu adalah zhanni
berpendapat boleh saja men-takhshish lafaz ‘4m itu dengan kabar ahad dan giyas karena
keduanya memang bersifat zhanni. Dalil zhanni tidak ada halangan untuk men-takhshish
yang zhanni.

Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa penunjukan lafaz ‘A4m adalah gath‘i
berpendapat bahwa tidak boleh men-takhshish lafaz ‘4m untuk pertama kali dengan khabar
ahad dan giyas karena keduanya berkekuatan zhanni namun bila lafaz ‘Am itu sudah di-
takhshish terlebih dahulu dengan dalil yang kuat, maka selanjutnya boleh takhshish dengan
khabar ahad dan giyas, karena sesudah di takhshish dengan dalil yang kuat itu, lafaz umumnya
menjadi zhanni.

Tabel 1. Dilalah ‘Am dan Takhsis

No Ahli Hukum Status Hukum Dilalah Takhsis
‘Am
Qath’i Dzanni  Hadis Ahad Qiyas
1  Syafii - Dzanni  Boleh Boleh
2  Hanafi Qath’i - Tidak Boleh Tidak
Boleh
PEMBAHASAN

A. Dilalah al->’4m dan al-Khash
Dalam QS. al-Bagarah ayat 282, menyatakan tentang masa iddah bagi setiap istri sebagai
berikut:

DERU GG SN o3 Gl i 5 il

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.
Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir”.

199



Dilalah ayat menunjukkan keharusan beriddah tsalasta quru’ terhadap semua istri yang
bercerai dari suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, sedang dalam masa haid atau sudah
berhenti haidnya, sedang hamil atau tidak. Secara lebih detail dapat dibaca dalam ragaan
berikut ini;

Ragaan 1. ‘Am dan Khas dan Akibat Hukum

—_—

‘Am: Bagi perempuan

Khas: Tidak cerai mati atau cerai
dikurangi atau hidup, masa haid atau
ditambah . .

sudah berhenti, hamil
Haici
Hanafi ‘ Syafii

Sucei

Akibat hukum pemaknaan lafaz khéash itu bersifat gath i membawa pengaruh besar dalam
menetapkan hukum. Menurut Hanafi, al-quru’ itu bermakna haid, sehingga tsalasta quru’ tiga
kali haid. Bilangan "tiga" dalam ayat itu adalah lafaz khésh yang tidak bisa dikurangi atau
ditambahkan. Atas dasar itu, lafaz al-quru’ harus diartikan sebagai haid, karena lebih sesuai
dengan kepastian arti "tiga kali". Apabila lafaz al-quru’ diartikan dengan suci, maka lafaz "tiga
kali" tidak menunjukkan gath ‘i lagi, karena perhitungan tiga kali suci akan mengurangi makna
tiga kali al-quru’.

Masih menurut Hanafi menyatakan bahwa talak itu harus dijatuhkan pada waktu suci.
Apabila al-quru’ diartikan dengan suci, maka akan terjadi pengurangan masa iddah wanita yang
ditalak dari tiga kali al-quru’, karena perhitungan suci pertama dimulai sejak masa suci
dijatuhkan talak. Maksudnya, ketika talak dijatuhkan wanita itu dalam keadaan suci dan sejak
saat itu dihitunglah masa al-quru’ satu kali suci. Lantas ditunggu dua kali suci lagi. Dengan
perhitungan seperti ini, makna “tiga kali” yang ditentukan ayat tidak terpenuhi, karena masa
suci pertama (ketika jatuhnya talak) tidak penuh. Misalnya, siklus masa suci seorang wanita
adalah 23 hari (apabila haidnya selama tujuh hari).

Kemudian suaminya menjatuhkan talak pada hari kesepuluh masa suci tersebut. Dengan
demikian, masa suci pertama hanya dijalani selama 12 hari, sedangkan masa suci kedua dan
ketiga, masing-masing 23 hari. Penghitungan seperti ini, menurut Mazhab Hanafi,
mengakibatkan kepada tidak pasti (gath i)-nya lafaz “tiga kali” yang bersifat khash tersebut,
karena yang terhitung adalah dua setengah kali suci, bukan tiga kali suci sebagaimana dituntut
dalam ayat. Apabila al-quru’ diartikan dengan haid, maka kandungan lafaz “tiga kali”
terpenuhi, karena perhitungan al-quru’ pertama di mulai sejak haid pertama yang dilalui istri
setelah dijatuhkan talak. Maksudnya, pada saat dijatuhkan talak wanita/istri itu dalam keadaan
suci, setelah itu ia haid dan haid pertama inilah yang dihitung sebagai al-quru’ pertama. Dengan
demikian, bilangan “tiga kali” al-quru’ yang dituntut ayat terpenuhi.
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Tabel 2. ‘Am dan Khash, dalam penafsiran hukum

No 3 Kali Suci Masa Jumlah Akibat Hukum
1 Quru: Haid 3 Kali Haid 21 Hari Selesai Iddah
2 Quru: Suci 3 Kali Suci Dari Haid 63 Hari Selesai ‘Iddah

B. Implementasi Takhshish

Takhshish adalah sebagai berikut: selsiy Lo ans alalls 31,000 o Gle menjelaskan bahwa yang
dimaksud oleh lafaz umum adalah sebagai cakupannya.® slawe sy e ol a8 Membatasi
lafaz umum atas sebagian obyeknya.* Al-mukhasyishat adalah dalil yang menjadi dasar
pegangan untuk adanya pengeluaran tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, kiranya dapat
dipahami bahwa dalil ‘Am itu tetap berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada sesudah
dikeluarkan satuan tertentu yang ditunjuk olen mukhasyishat. Kaidah ushdl untuk itu adalah:®
S das Gauaddll aay Ll Dalam hal mukhasyishat nash al-syar‘ maka antara yang di-
takhshish dengan pen-takhshish harus sederajat, seperti al-Qur’an dengan al-Qur’an dengan
Sunnah Mutawatir. Demikian pula Sunnah Shohihah dengan Sunnah Shohihah. Pendapat di atas
tampaknya lebih tepat, namun demikian jumhur ulama membolehkan men-takhshish dengan al-
Qur’an dengan Sunnah sekalipun ahad.

Ulama Hanafiyah berpendapat hanya Sunnah Mutawatir atau yang masyhir saja yang
boleh men-takhshish al-Qur’an.® Para ulama ushul figh bersepakat tentang kebolehan men-
takhshish keumuman al-Qur’an dan Sunnah dengan al-Qur’an, Sunnah Masyhdrat atau Sunnah
Mutawatir. Seluruh macam dalil tersebut adalah gath ‘iyat al-tsublt (kedatangannya pasti dari
Allah dan rasul-Nya), sehingga antara satu dalil dengan yang lainnya dapat men-takhshish.
Berikut ini akan dikemukakan macam-macam takhshish berikut contoh:’

1. Men-takhshish ayat dengan ayat®

QS. al-Bagarah ayat 228: “Wahai wanita-wanita yang ditalak hendaklah
menahan diri (menunggu) sampai tiga kali suci”. Ketentuan bagi wanita yang ditalak itu
hendaklah ber-iddah tiga kali suci. Ketentuan tersebut berlaku umum, bisa bagi mereka
yang hamil ataupun tidak. Selanjutnya ketentuan ini dapat di-takhshishkan bagi wanita-
wanita hamil yang iddah-nya sampai melahirkan anak yang dirujuk dalam QS. al-Thalaq
ayat 4: “Dan perempuan yang hamil iddah mereka itu ialah sampai melahirkan”. Selain
itu, QS. al-Bagarah ayat 228 di atas dapat di-takhshish oleh QS. al-Ahzab ayat 49 perihal
iddah wanita yang dicerai sebelum dicampuri, yaitu tidak mempunyai iddah: “Hai
orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian
kamu ceraikan mereka sebelum kamu campuri maka sekali-kali tidak wajib atas mereka
iddah yang kamu minta menyempurnakannya.” Dengan demikian keumuman bagi setiap
wanita yang dicerai harus ber-iddah tiga kali suci itu tidak berlaku bagi wanita yang
dicerai dalam keadaan belum pernah digauli.

3 Muhammad Khudari Bik, Ushdl al-Figh. him. 172. 25 A

4 Al- Syawkant, Irsyad al-Fuhdl. him. 142.

5 Abdul Hamid Hakim, al-Bayan. him. 63.

® <Abd al-Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushiil al-Figh (t.pn.: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah. 1978), him. 188.
" Wahbah al-Zuhayli, Ushl al-Figh. him. 259.

8 Al- Syawkant, Irsyad al-Fuhdl. him. 157.
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2. Men-takhshish al-Quran dengan Sunnah

Misalnya firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 38: “Pencuri laki-laki dan
perempuan itu potonglah tangan keduanya”. QS. al-Maidah ayat 38 berlaku umum,
yang berisikan ketentuan bahwa setiap pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus
dipotong tangannya, baik nilai barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar
ataupun lebih. Akan tetapi QS. al-Maidah ayat 38 di atas di-takhshish oleh sabda Nabi
Muhammad SAW yang berbunyi: (ielalal ol55) Jin sy e Jil < aké J Tidak ada
hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang
dari seperempat dinar. (HR. al-Jama‘ah). Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila nilai
barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar maka pencuri itu tidak dijatuhi
hukuman potong tangan.

Contoh lain misalnya dalam QS. al-Nis& ayat 23: “Dan menghimpunkan dalam
perkawinan dua perempuan yang bersaudara”. QS. al-Nisa ayat 23 diatas menjelaskan
bahwa berpoligami dengan saudara perempuan istri adalah terlarang. Ketentuan ayat di
atas berlaku umum yang kemudian di-takhshish dengan sabda Rasulullah SAW, yang
menerangkan bahwa berpoligami dengan saudara perempuan bapak dan ibu istrinya juga
dilarang. Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut ini: 310 o J)s Leiae 5 31,30 o aass J)

(sle (8e) UalssTidak boleh dikumpulkan dalam perkawinan antara seorang wanita
dengan sau-dara ayahnya dan antara seorang wanita dengan saudara ibunya (Muttafaq
‘Alaih).

3. Men-takhshish Sunnah dengan al-Qur’an.

Misalnya hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: 13 aSasl dla dal Ja; J)
(sde Gi) Lasy cus &l Allah tidak menerima shalat seorang dari kamu bila ia
berhadats sampai ia berwdlu. (Muttafaq ‘Alayh) Dalam hadits ini Rasulullah SAW,
melarang orang yang berhadats yang hendak melakukan shalat sekiranya ia tidak
berwudlu. Hadits ini kemudian di-takhshish dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah
ayat 6: “Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayyamumlah dengan tanah yang baik (bersih)”. Keumuman hadis yang
menerangkan tentang adanya keharusan berwudlu bagi setiap orang yang hendak shalat
di-takhshish dengan tayyamum bagi orang yang tidak mendapatkan air pada waktu
hendak shalat.

4. Men-takhshish Sunnah dengan Sunnah.

Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: (e (8ia) | pdall clawll Cin Lad
Pada tanaman yang di sirami oleh air hujan zakatnya satu persepuluh. (Muttafaq
‘Alaih) Hadis di atas mengandung ketentuan bahwa setiap tanaman yang disirami oleh
air hujan yang zakatnya satu persepuluh itu adalah umum tidak di batasi dengan jumlah
hasil panennnya. Keumuman hadits itu kemudian di-takhshish oleh hadits yang lain
sebagai berikut ini: (sde i) Aaa Gusl duda (50 Led ol Tidak ada kewajiban zakat
pada tanaman yang banyaknya kurang dari lima wasaq (1000 kilogram).
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Tabel 3. Keluasan dan Kekhususan Makna

Tipologi Keluasan dan Kekhusuan

‘Am

Takhsis

Q.S. al Bagarah, Ayat (228)
“Wahai wanita-wanita yang
ditalak hendaklah menahan
diri (menunggu) sampai tiga
kali suci”

Q.S. at Talag, Ayat (4)
Dan perempuan yang hamil iddah
mereka itu ialah  sampai
melahirkan”

Q.S. al Ahzab, Ayat (49)

Hai orang-orang yang beriman,
bila kamu menikahi perempuan
yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu
campuri maka sekali-kali tidak
wajib atas mereka iddah yang

kamu minta
menyempurnakannya.”
al-Maidah ayat 38 Hadis Riwayat Jamaah
“Pencuri  laki-laki ~ dan  Tidak ada hukuman potong
perempuan itu potonglah  tangan di dalam pencurian yang
tangan keduanya . nilai barang yang dicurinya
kurang dari seperempat dinar.
Hadis Al Maidah, Ayat (6)
(sle Giw) Lagy cwsAllah  “Jika kamu sakit atau dalam
tidak menerima  shalat  perjalanan atau kembali dari

seorang dari kamu bila ia
berhadats sampai ia berwdlu

tempat buang air (kakus) atau
menyentuh perempuan, lalu kamu
tidak memperoleh air, maka
bertayyamumlah dengan tanah
yang baik (bersih)”.

Hadis
Pada tanaman yang di sirami
oleh air hujan zakatnya satu
persepuluh.

Hadis
Tidak ada kewajiban zakat pada
tanaman yang banyaknya kurang
dari lima wasaq (1000 kilogram)

C. Pengembangan Takhsis dalam Penemuan Hukum Islam

Para ulama ushdl figh berbeda pendapat dalam men-takhshish-kan al-Quran atau Sunnah
dengan dalil-dalil lain, seperti dengan khabar al-ahad, ijma*, giyas, akal indera, adat kebiasaan,
dan lain sebagainya. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian lainnya tidak membolehkan.
Berikut ini dikemukakan pendapat dan contoh-contohnya:

1. Takhshish al-Qur’an dengan hadis ahad, dalam QS. al-Nisa ayat 11: “Allah
mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian
seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Sebagian ulama
ushal figh berpendapat bahwa surat al-Nis& ayat 11 di atas dapat di-takhshish-kan oleh
hadits nabi berikut ini: sle Giie( alula) A J)y S8 alulal & 0l (Seorang muslim tidak
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boleh mewarisi dari seorang kafir, begitu pula sebaliknya seorang kafir tidak boleh
mewarisi dari seorang muslim. (Muttafaq ‘Alaih). Mercka beralasan bahwa para sahabat
nabi juga men-takshis-kan keumuman ayat al-Qur’an dengan hadits. QS. al-Nisa ayat 11
mengandung ketentuan bahwa seorang bapak dapat mempusakai kepada anak-anaknya.
Jadi ketentuan tersebut bersifat umum. Akan tetapi keumuman ayat itu di-takhshish
dengan ketentuan bahwa apabila seorang bapak di atas kafir maka ia tidak dapat
mempusakai kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya.

. Contoh takhshish al-Quran dengan Ijma‘.® Sebagian besar para ulama bersepakat bahwa
takhshish dengan ijma‘ adalah boleh. Ijma‘ adalah kesepakatan ulama bahwa yang
dikehendaki dengan keumuman lafaz ‘Am adalah sebagian satuanya. Sebagai contoh
firman Allah dalam QS. al-Jum‘ah ayat 8: Apabila diserukan untuk shalat pada hari
Jjum’at maka bersegeralah kepada dzikir kepada Allah SWT dan tinggalkanlah berjual
beli. Menurut ayat di atas semua manusia yang beriman wajib menunaikan shalat jum’at.
Akan tetapi sebagian besar ulama bersepakat bahwa kaum wanita dan budak tidak
diwajibkan shalat Jumat.

. Contoh takhshish al-Quran dengan Qiyas. 1° Kebanyakan ulama membolehkan takhshish
al-Quran dengan al-giyas. Sebagai contoh misalnya dalam surat al-N0r ayat 2:
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah tiap-tiap seorang dari
keduanya seratus kali dera ... Ayat di atas adalah umum yang berisikan ketentuan
hukuman dera sebanyak seratus kali, baik bagi orang merdeka maupun bagi budak.
Keumuman ayat ini ditakhshish oleh firman Allah dalam surat alNisa (4) ayat 25: Maka
bila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mejalankan perbuatan
keji, maka atas mereka separuh dari hukuman atas wanita-wanita merdeka yang
bersuami ... Ayat di atas menerangkan, secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina
hamba sahaya perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka
yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi hamba sahaya laki-laki di-giyas-kan dengan
hukuman dera bagi hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu lima puluh kali dera.

. Contoh takhshish Sunnah dengan pendapat sahabat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa
pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Hanabilah dapat
diterima apabila sahabat itu yang meriwayatkan hadits yang di-takhshish-kannya.
Misalnya: side & osl8é suy Ju o, Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama
Islam kepada agama lain, yakni murtad), maka bunuhlah dia. (Muttafaq ‘Alaih). Hadis
di atas menjelaskan bahwa orang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya
dibunuh, sebab lafaz al- ‘4m meliputi orang laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam
pada itu Ibnu Abbas sebagai perawi hadis berpendapat bahwa orang perempuan yang
murtad tidak dibunuh tetapi hanya dipenjarakan saja. Pendapat di atas ditolak oleh
jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh
sesuai dengan ketentuan umum hadits tersebut. Oleh sebab itu pendapat sahabat yang
men-takhshish keumuman hadis di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan
kita, demikian kata jumhur ulama, adalah lafaz-lafaz umum yang datang dari Nabi
Muhammad SAW sendiri. Al-Syawkani berpendapat bahwa men-takhshish Sunnah
dengan pendapat sahabat adalah tidak boleh. Kecuali jika pendapat sahabat itu disepakati

° Wahbah al-Zuhayli, Ushal al-Figh. hlm. 257.
10 Al-Syawkani, Irsyad al-Fuhtl. hlm. 159.
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oleh sahabat-sahabat lainnya, dan inilah yang dinamakan ijma‘ shahabat. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa al-Syawkani membolehkan takhshish Sunnah dengan
ijma‘ shahabat, sebagaimana Kita lihat pada uraian takhshish al-Qu’ran dengan ijma‘.*

. Contoh takhshish al-Qur’an dengan indera.'?> Kebanyakan ulama ushdl figh berpendapat
bahwa men-takhshish al-Qur’an dengan indera adalah boleh. Sebagai contoh apabila ada
dalil syara‘ secara umum, kemudian menurut indera kita bahwa yang dimaksud dengan
umum itu adalah sebagian satuannya, maka indera tersebut sebagai mukhéshsish-nya.
Misalnya firman Allah dalam QS. al-Naml ayat 23;

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memelihara mereka, dan dia di
anugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.

Menurut indera kita bahwa wanita dalam ayat di atas tidak diberi segala sesuatu yang
menjadi milik Nabi Sulaiman, sekalipun di dalam ayat itu di nyatakan dengan kalimat
(arab) (dari segala sesuatu).

. Contoh takhshish al-Qur’an dengan akal.** Jumhur ulama membolehkan takhshish al-
Qur’an dengan akal. Misalnya firman Allah dalam QS. al-Ra‘d ayat 16: Katakanlah:
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah adalah
pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian keumuman ayat di
atas di-takhshish oleh akal yang menjelaskan bahwa sekalipun Allah pencipta segala
sesuatu namun ia bukan pencipta diri-Nya sendiri.

Contoh lain, firman Allah dalam QS. ali-‘Imran ayat 97: Mengerjakan haji adalah
kewajiban manusia terhadap Allah. Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa kewajiban
ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya adalah bersifat umum, baik bagi
orang yang sudah dewasa maupun bagi orang yang belum dewasa, baik orang yang
pikirannya sehat maupun orang yang tidak sehat pikirannya. Kemudian keumuman ayat
di atas di-takhshish oleh logika (akal) bahwa anak yang belum dewasa dan orang gila
tidak diwajibkan melakukan ibadah haji karena mereka tidak memahami khitbah
tersebut. Men-takhshish al-Qur’an dengan akal (logika) ini bukanlah berarti men-tarjih
(melebihkan) dalil akal dari dalil al-Qur’an, akan tetapi mengkompromikan keduanya
karena tidak adanya kemungkinan diamalkan dalil al-Qur’an itu secara umum.

. Men-takhshish Nash dengan Adat Kebiasaan.}* Para ulama berbeda pendapat dalam
menetapkan takhshish dengan adat kebiasaan. Menurut ulama Hanafiyyah boleh,
sedangkan menurut jumhur ulama tidak boleh. Ulama Hanafiyyah beralasan bahwa adat
kebiasaan dapat men-takhshish nash, sebab Nabi Muhammad SAW dalam
menyampaikan khitbah-nya itu sudah barang tentu dengan bahasa (lughat) yang dapat
dipahami oleh mereka sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kalau tidak demikian
niscaya adat itu tidak mempunyai pengaruh hukum dan tidak dapat men-takhsish-nya.
Misalnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: (alue o) 5) . seb 38 s Gl Ll Kulit apa
saja yang disamak adalah suci. (H.R. Muslim) Kulit yang disamak di atas tidak
mencakup kulit anjing karena mereka pada umumnya tidak pernah menyamak dan
menggunakannya. Sehubungan dengan penolakan jumhur ulama dalam men-takhshish

11 Al-Syawkani, Irsyad al-Fuhdl. hIm. 160.
12 Ibid. hlm. 157.
13 Ibid. him. 155.
14 Ibid. him. 161.

205



nash dengan adat kebiasaan, Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa setelah abad
ketiga, para ahli tafsir dalam menafsirkan al-Qur’an banyak menggunakan istilah yang
mereka temukan dalam kehidupan adat kebiasaan masyarakatnya. Sebagai contoh, lafaz
(wali) yang maknanya dalam al-Qur’an adalah penolong kemudian oleh mereka di
tafsirkan dengan sekelompok orang yang diberi karamat atau kesaktian oleh Allah. Dan
dapat meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Penafsiran yang demikian itu, menurut
‘Abduh, tidak dikenal oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Tabel 4. Keluasan dan Kekhususan Makna

Tipologi Keluasan dan Kekhusuan

‘Amm Takhsis
Q.S. an Nisa, Ayat (11) Hadis
“Allah mensyariatkan ~ Seorang muslim tidak boleh

bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu.

mewarisi dari seorang kafir,
begitu pula sebaliknya seorang
kafir tidak boleh mewarisi dari
seorang muslim

Q.S. al-Jum‘ah ayat 8
Apabila diserukan  untuk
shalat pada hari jum’at maka
bersegeralah kepada dzikir
kepada Allah SWT dan
tinggalkanlah berjual beli ...

Ijma’
Ahli Hukum bersepakat bahwa
kaum wanita dan budak budak
tidak diwajibkan shalat Jumat

Q.S. an-Ndr ayat 2
Perempuan yang berzina dan
laki-laki yang berzina
deralah tiap-tiap seorang
dari keduanya seratus kali
dera

alNisé (4) ayat 25
Maka bila mereka telah menjaga
diri dengan kawin kemudian
mereka mejalankan perbuatan
keji, maka atas mereka separuh
dari hukuman atas wanita-wanita
merdeka yang bersuami ...

Qiyas

Hukuman dera bagi pezina hamba
sahaya perempuan adalah separuh
dari dera yang berlaku bagi orang
merdeka yang berzina. Kemudian
hukuman dera bagi hamba sahaya
laki-laki  di-giyas-kan  dengan
hukuman dera bagi hamba sahaya
perempuan Yyang berzina, yaitu
lima puluh kali dera

Q.S. Ali- ‘Imran ayat 97
Mengerjakan haji adalah
kewajiban manusia terhadap
Allah

Akal
Anak yang belum dewasa dan
orang gila tidak diwajibkan
melakukan ibadah haji karena
mereka tidak memahami khitbah
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tersebut.

Hadis Adat
Kulit apa saja yang disamak  Kulit yang disamak di atas tidak
adalah suci mencakup kulit anjing karena
mereka pada umumnya tidak
pernah menyamak dan

menggunakannya

D. Teori Kaidah Umum Bukan dengan Sebab yang Khusus

Kata al-‘A4m dengan sebab yang khusus.’® Kebanyakan ulama ushdl figh berpendapat
bahwa nash syara® yang memiliki shigat al-‘4m hendaklah diamalkan menurut apa yang
ditunjuk oleh shigat tersebut tanpa memperhatikan sebab yang khusus yang didatangkan nash,
baik sebab itu berupa suatu pertanyaan atau suatu peristiwva. Mereka mendasarkan
pandangannya pada kaidah: —udl sasad J) Ladll geny & 21l “Yang di perhatikan untuk meng-
istinbath-kan hukum adalah pengertian yang umum dari suatu lafaz, bukan sebab yang khusus.”
Sebagai contoh, pada suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: “Hai
Rasulullah, kami semua sedang naik perahu dan membawa sedikit air.

“Jika kami berwudu dengan air yang sedang kami bawa ini maka kami khawatir akan
kehausan, apakah kami boleh berwudlu dengan air laut? “Rasulullah menjawab: s34 sehll o
sie J) “Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.” (H.R. Ash-hab al-Sunan). Jawaban
Rasulullah SAW ini adalah bersifat umum bahwa air laut itu tidak dapat di pergunakan untuk
bersuci, baik ketika darurat maupun dalam keadaan biasa.

Fatwa MUI Nomor 2/2010 tentang air daur ulang yang muncul karena empat
pertimbangan yaitu: (a) bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang
semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain
yang merubah kemutlakan air; (b) bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat
meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air
akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri; (c) bahwa
selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga
muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya; (d) bahwa oleh karena itu dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman. Fatwa tersebut
memutuskan tentang ketentuan umum dan ketentuan hukum. Ketentuan umum yaitu bahwa
pertama yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari
air yang telah digunakan (musta ‘mal), terkena najis (mutanajjis) atau yang telah berubah salah
satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (mutaghayyir) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Kedua, air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.
Sementara ketentuan hukum adalah sebagai berikut: 1. Air daur ulang adalah suci mensucikan
(thahir muthahhir), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih; 2. Ketentuan fikih
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara
berikut: a) Tharigat al-Nazh: yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah
berubah sifatnya tersebut, sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak
berubah satu sifatnya. b) Tharigah al-Mukatsarah: yaitu dengan cara menambah air suci lagi
mensucikan (thahir muthahir) pada air yang terkena najis (mutanajjis) atau yang berubah

15> Wahbah al-Zuhayli, Ushal al-Figh. hlm. 273.
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(mutaghayyir) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsur sifat
yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang. c) Tharigah Taghyir: yaitu dengan cara
mengubah air yang najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut menggunakan alat bantu yang
dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (thahir muthahhir),
dengan syarat: 1) Volume airnya lebih dari dua kullah. 2) Alat bantu yang digunakan harus suci.
3. Air daur boleh dipergunakan untuk berwudhu, mandi, mensucikan najis dan istinja’, serta
halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak
membahayakan kesehatan.

Dalam konsideran fatwa tersebut digunakan dua hadits yang kontradiktif yang kemudian
diselesaikan dengan tharigah al-jam ‘u (metode kompromi). Metode kompromi yang digunakan
adalah metode takhshish al-’Am antara hadits yang ‘Am dengan hadits yang khusus. sl i oe
gy annkyam o e o J (b duais O el elall o) 108 lus 4dde Db s l) of 4ie Sl
dale ol ol 5 (((J8 g luadl g 5ol e sty Lo elall (e alugadle Sla e all s JB 4ie Sla oa) jae e
aSkall o) 5 5( Caad) Jany al (8 Lall (IS 13)

Al pada kata (sl dari hadits Umamah bersifat umum karena mencakup semua air yang
ada di dunia J 48 x4l (Kemudian di-takhshish mafhum hadits Umar yang membatasi
keumuman air tersebut dengan ketentuan dua kullah.

KESIMPULAN
1) Para ulama ushul figh bersepakat tentang kebolehan men-takhshish keumuman al-Qur’an dan

Sunnah dengan al-Qur’an, Sunnah Masyhitirat atau aSunnah Mutawatir. Seluruh macam dalil
tersebut adalah gath ‘iyat al-tsublt (kedatangannya pasti dari Allah dan rasul-Nya), sehingga
antara satu dalil dengan yang lainnya dapat men-takhshish

2) Pengembangan takhsis dalam Penemuan Hukum Islam dilakukan oleh para ulama ushadl figh
berbeda pendapat dalam men-takhshish-kan al-Qur’an atau Sunnah dengan dalil-dalil lain,
seperti dengan khabar al-ahad, ijma°, giyas, akal indera, adat kebiasaan, dan lain sebagainya.

3) Kata al- ‘Am dengan sebab yang khusus. Kebanyakan ulama ushdl figh berpendapat bahwa
nash syara‘ yang memiliki shigat ‘Am hendaklah diamalkan menurut apa yang ditunjuk oleh
shigat tersebut tanpa memperhatikan sebab yang khusus yang didatangkan nash, baik sebab

itu berupa suatu pertanyaan atau suatu peristiwa
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